REPUBLIK INDONESIA

No.1648, 2014

KEMENDIKBUD. Universitas Sebelas Maret.
Sistem Akuntansi.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem
Akuntansi Universitas Sebelas Maret;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Menetapkan :

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 8/P/2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan
umum.

Sistem akuntansi UNS adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan aktivitas keuangan
yang dilaksanakan oleh UNS.

Pasal 2

Sistem akuntansi UNS merupakan acuan pengelolaan keuangan pada
UNS.

(1)

(2)

Pasal 3
Sistem akuntansi UNS terdiri atas:
a. sistem akuntansi keuangan;
b. sistem akuntansi biaya; dan
c. sistem akuntansi aset tetap.

Sistem akuntansi UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 117 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UNS adalah instansi di lingkungan
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan jasa pendidikan yang dijual tanpa mengutamakan
“mencari keuntungan” dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas, yang mana pengelolaan keuangannya
diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

Pengelolaan universitas secara keseluruhan oleh BLU UNS didasarkan pada

prinsip berikut ini.

1. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan
secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

2. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan BLU UNS
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi
yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku
kepentingan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadi acuan dalam menyusun

sistem akuntansi BLU UNS sesuai SAK yaitu adanya ketentuan berikut ini.

1. Kekayaan dan pendapatan BLU UNS dikelola secara mandiri, transparan
dan akuntabel oleh pimpinan organisasi pengelola pendidikan.

2. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah
penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pendidikan formal.

3. Sisa hasil kegiatan (surplus) atau bentuk lain kenaikan aset bersih BLU
UNS wajib ditanamkan kembali ke dalam UNS, dan digunakan sesuai
ketentuan.

4. BLU UNS yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan
investasi dalam bentuk portofolio.

5. BLU UNS yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan
investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi
pendanaan pendidikan.

6. Dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dapat
berupa antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat,
pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan dan penerimaan
lain yang sah.

7. Pengawasan BLU UNS dilakukan melalui sistem laporan tahunan.

8. Laporan keuangan tahunan BLU UNS yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.



